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Abstrak
Kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan
pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi parkir salah satunya yang memiliki prospek cerah
dalam meningkatkan PAD. Ini dapat dilihat dari semakin banyaknya mall dan kafe/resto serta
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Palembang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1)Mengetahui kontribusi penerimaan retribusi
parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Palembang, 2)Mengetahui kontribusi
penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Palembang. Periode
penelitian dilakukan selama enam tahun dari tahun 2011-2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Secara keseluruhan penerimaan pajak parkir Kota
Palembang melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan retribusi parkir tidak
dapat mencapai target yang telah ditetapkan, 2)Kontribusi pajak parkir Kota Palembang memiliki
rata-rata nilai sangat efektif, Kontribusi Retribusi Parkir Kota Palembang memiliki rata-rata nilai
kurang efektif.
Kata kunci : Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah
ABSTRACT
The contribution of local taxes and levies is very important in supporting the increase of
local revenue. Parking taxes and user charges one of which has a bright prospect of increasing
PAD. It can be seen from the increasing number of malls and cafe / restaurant as well as the
increasing number of motor vehicles in the city of Palembang.
The purpose of this study was to determine 1) Knowing parking fees revenue contribution
to local revenue (PAD) in Palembang, 2) Knowing the contribution of parking tax revenue to local
revenue (PAD) in Palembang. Period of research conducted for six years from 2011-2016.
The results showed that 1) Overall tax revenues parking Palembang, exceeding the set
target while revenues parking fees can not achieve the set targets, 2) Contribution parking tax
Palembang City has an average value of highly effective, Contribution User charges Center
Palembang has an average less effective value.
Keywords :Parking Tax, Parking User Charges, Local Revenue
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan pendapatan negara
disebabkan karena pendapatan asli negara berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi
daerah, pajak sendiripun memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pembangunan
perekonomi di indonesia terutamanya di kota Palembang dan pajak daerah sebagai
sumber yang penting bagi angaran pengeluaran biayaan negara dan Pajak merupakan
2iuran wajiban rakyat kepada negara atas kepedulian masyarakat Indonesia terhadap
nagaranya sendiri untuk membayar pajak dan sebagai tempat perlindungan masyarakat
negara Indonesia.
Kota Palembang berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena
Kota Palembang merupakan salah satu kota dengan objek yang ditawarkan terdiri dari
hiburan, kuliner dan belanja. sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara
signifikan, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota
Palembang pada tahun 2015, yang mencapai 87 persen.
Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar dalam
menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Palembang yang ada diantaranya yaitu
pajak dan retribusi parkir. Dimana pajak dan retribusi parkir memiliki prospek yang cerah
melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Tentunya hal ini diharapkan
dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak dan
retribusi parkir apabila semua kendaraan terpungut. Belum lagi ditambah dengan
kendaraan dari pengunjung luar Kota Palembang.
Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya pasti
mengalami kendala tertentu, oleh karena itu pihak dispenda kota Palembang harus benar-
benar mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi khususnya pajak
parkir dan rtribusi parkir. Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul
“ ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN PAJAK PARKIR DI DINAS
PENDAPATANASLI DAERAH KOTA PALEMBANG ”
1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di kota Palembang ?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di kota Palembang ?
1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Pembahasan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas maka penulis
membatasi dengan ruang lingkup retribusi parkir dan pajak parkir di kota Palembang.
berdasarkan latar belakang yang sudah di bahas diatas maka penulisan mengambil topik
mengenai analisis penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir di dinas pendapatan asli
daerah kota Palembang, karena penerimaan retribusi parkir dan pajak parkir akan
mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang.
1.4 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli
daerah (PAD) di kota Palembang.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) di kota Palembang.
1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat, baik akademis maupun
praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:
1. Manfaat Akademis
3a. Manfaat Bagi Penulis
Diharapkan dari penelitian ini hanya dapat menambah wawasan dan
perkembangan ilmu bagi penulis mengenai penerimaan retribusi dan pajak parkir
dalam pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang.
b. Manfaat bagi penelitian lain
Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk
peneliti selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai analisis
penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di dinas pendapatan asli daerah
(PAD) kota Palembang.
2. Manfaat Bagi Praktis
Untuk dispenda kota Palembang Penelitian ini diharapkan dapat memberi
masukan dalam menentukan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan
penerimaan pajak daerah dari sektor pajak parkir dan retribusi parkir.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Konsep Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Fungsi Budgeter yaitu di gunakan sebagai alat untuk memungut dana dari
masyarakat dan masuk ke kas negara sebanyak mungkin seperti pajak daerah dan
retribusi daerah dalam anggaran pengeluaran biaya negara (APBN), sebagai penerimaan
dalam negeri dengan mengoptimal penerimaan pajak yang berdasarkan undang-undang
perpajakan yang berlaku
2.1.2 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Menurut Diaz Priantara (2013:4) menyatakan bahwa teori-teori tersebut antara
lain sebagai berikut :
1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Gaya Pikul
4. Teori Kewajiban Multak atau Teori Bakti
5. Teori asas gaya beli
2.1.3 Pengertian Pajak
Menurut Sommerfeld ray(R.mansury 2002.2), pajak yang dipungut berdasarkan
keuntungan adanya aliran setoran privasi ke sektorpulbik secara dipaksa yang di punggut
berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai dalam kebutuhan negara.
2.1.4 PendapatanAsli Daerah
Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18
menyatakan bahwa “ Pendapatan asli daerah disingkat menjadi PAD. pendapatan asli
daerah yang diperoleh dari : a pajak daerah, b.retribusi daerah, c. hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, d. lain-lain PAD yang sah.
2.1.5 Pengertian Pajak Daerah
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang
4No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah dan digunakan untuk anggaran membiayai rumah tangga daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan peraturan
Perundang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah, sehinga hasilnya untuk kemakmuran rakyat.
2.1.6 Pengertian Retribusi Daerah
Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan /
diberikan oleh dinas perhubungan Pemerintah Daerah kota Palembang untuk kepentingan
orang pribadi atau badan
2.1.7 Perhitungan atas Retribusi Pakir
Menurut pasal 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Berdasarkan pajak yang
dihitung dengan cara:
Keterangan:
X : Realisasi penerimaan retribusi parkir
Y : Realisasi penerimaan retribusi daerah
2.1.8 Pajak Parkir
Adapun pengertian Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17
Tahun 2010 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun degan yang
menyediakan sebagai suatu usaha, termasuk juga degan penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor dan mobi.
2.1.9 Subjek dan Objek Pajak Parkir
Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Parkir
kendaraan bermotor dan mobil di lahan parkir dan objek wajib pajak dari pajak Parkir
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir atau lahan parkir
3. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang akan
dimaksudkan untuk melukiskan menggambarkan dan memaparkan keadaan objek yang
telah diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan kondisi dan situasi ketika penelitian ini
dilakukan, dengan metode ini hanya membutukan menggambarkan realitas objek yang
diteliti secara baik, utuh, jelas, dan sesuai dengan fakta yang ada atau tepat.
3.2 Objek dan Subyek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan
Subjek dalam penelitian ini adalah pajak parkir dan retribusi parkir yang ada di Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2011-2016.
3.3 Jenis Data
Kontribusi = X/Y *100%
5Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data primer
merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya contohnya data primer
yaitu wawancara. Sedangkan Data sekunder adalah sumber data
3.4 Pemilihan Informan Kunci
Penelitian ini memilih Dinas Penerimaan Asli Daerah yang berhubungan langsung
dengan penerimaan pajak parkir sebagai informan kunci yang dapat memberikan
informasi dan menjelaskan kondisi yang ada mengenai pajak parkir dan penerimaannya.
Penulis juga memilih wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan penyelenggara tempat
parkir untuk menjadi informan kunci untuk menjelaskan mengenai penerimaan dan
kontribusinya terhadap pajak parkir.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk
mengumpulkan data agar mendapatkan data yang lebih akurat serta data yang lebih baik
untuk penelitian yang dilakukan penulis.
Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dimana yang bersifat
uraian dari hasil wawancara lasung yaitu dengan percakapan lasung serta tanya jawab
dengan pihak dinas pendapatan asli daerah kota Palembang dan dinas perhubungan
(DiHub) dan mendapatkan kumpulan data berupa rincian penerimaan pendapatan daerah
kota Palembang tahun 2011-2016.
4.HASILDAN PEMBAHASAN
4.1 Pajak dan Retribusi Parkir Kota Palembang Tahun 2011-2016
Tabel 4.1 Pajak Parkir Tahun 2011-2016
Tahun Target Realisasi Presentase %
2011 2.748.298.395.00 3.816.026.337,00 138,85
2012 4.250.000.000,00 6.566.830.322,00 154,51
2013 10.500.000.000,00 15.243.492.916,40 145,18
2014 13.500.000.000.00 18.102.433.974,00 134,09
2015 19.612.000.000,00 21.117.176.973,00 107,67
2016 24.367.829.121,00 24.783.105.599,00 101,70
Penerimaan dari pajak parkir di tahun 2011 hingga 2016 setiap bulannya fluktuatif.
Namun secara keseluruhan penerimaan pajak parkir Kota Palembang tahun 2011-2016
dapat melebihi target yang telah ditetapkan dari dispenda Kota Palembang. Sedangkan
retribusi parkir dapat di lihat dari tabel di bawah ini
6Tabel 4.2 Retribusi Parkir Pada Tahun 2011-2016
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari retribusi
parkir yang secara keseluruhan sangat kurang dan selalu tidak dapat memenuhi target
yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang.
4.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Palembang
Penerimaan Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota
Palembang di hitung dengan membandingan jumlah pajak parkir dengan jumlah
pendapatan asli daerah (PAD) untuk melihat seberapa besar pajak parkir memberikan
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang, dapat di lihat tabel 4.3
di bawah ini
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD
Jika dilihat dari tabel di atas penerimaan kontribusi pajak parkir selama enam
tahun mengalami kenaikan dari penerimaam pajak parkir, hal ini menujukan bahwa
realisasi pajak parkir tiap tahun megalami penikatan sehubung dengan pertumbuhan
perekonomian di kota Palembang dan pemungutan pajak parkir sudah cukup efesien
tiap tahunnya. Peningkatan realisasi penerimaan pajak parkir ini diiringi dengan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang. Persentase kontribusi
pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun terus meningkat.
4.4 Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Palembang
Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
kota Palembang di hitung dengan membandingan jumlah retribusi parkir dengan
jumlah pendapatan asli daerah (PAD) untuk melihat seberapa besar retribusi parkir
memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang, dapat di
lihat tabel 4.4 di bawah ini.
Tabel 4.6 kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD
Tahun Target Realisasi Presentase%
2011 5.775.000.000,00 4.447.905.378,00 77,02
2012 11.550.000.000,00 5.723.811.192,00 49,56
2013 6.297.000.000,00 5.253.836.863,00 83,43
2014 7.241.550.000,00 6.322.212.321,34 87,30
2015 7.241.550.000,00 6.713.224.000,00 92,70






2011 3.816.026.337 372.978.041.016 1,02%
2012 6.566.830.322 560.121.192.000 1,17%
2013 15.243.492.916 689,102,464,093 2,21%
2014 18.102.433.974 728,123,306,512 2,48%
2015 21.117.176.973 734.820.204.068 2,87%
2016 24.783,105,599.00 777.394.030.094 3.18%
7Jika dilihat dari tabel kontribusi retribusi parkir selama enam tahun mengalami
penurunan. Hal ini menujukan realisasi penerimaan retribusi parkit di kota Palembang
tidak maksimal atau tidak cukup efesien dalam penerimaan retribusi parkir dan
perlunya perbaikan-perbaikan agar tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi dan
memaksimalkan dalam memungut retribusi parkir. Adapun faktor pemnyebab
terjadinya penerimaan retribusi parkir di karenakan Kurangnya kesadaran Wajib Pajak
karena kurang memahami mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Parkir, Masih
banyak lahan parkir yang dikuasai oleh pihak ketiga, Kesalahan pembayaran, dan
sistem pemungutan pajak yang kurang efektif.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah peneliti lakukan menunjukan bahwa
pajak parkir memberikan kontribusi yang cukup pada pendapat asli daerah (PAD) hal ini
dapat dilihat dari penerimaan pajak parkir sejak tahun 2011 sampai dengan 2016
mengalami perningkatan atau melebihi target yang telah ditetapkan, ini artinya bahwa
semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh makan semakin meningkat dan
banyaknya pembangunan di Kota Palembang
.
2. metode pemungutan retribusi parkir yang kurang efektif, karena masyarakat yang
mengunakan tempat lahan parkir yang tidak membayar retribusi parkir sehingga dari
tahun 2011-2016 penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target yang
telah di tetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
5.2 Saran
1.perlunya perhatian khusus terhadap mekanisme atau cara kerja Perlunya ditingkatkan
kembali kinerja aparat dinas Kota Palembang yang bertugas pemungut dan pengawasan
pajak sesusai dengan peraturan daerah tersebut
2.Ditingkatkan lagi sanksi dan peraturan pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir
yang tegas terhadap parkir liar yang berada di tepih jalan kota Palembang.
3.Penerimaan daerah dalam hal dinas pendapatan asli daerah kota Palembang perlunya
melihat kembali dalam menentukan lokasi-lokasi yang menjadi waji pajak (WP) parkir





2011 4.447.905.378 372.978.041.016 1,19%
2012 5.723.811.192 560.121.192.000 1.02%
2013 5.253.836.863 689,102,464,093 0.76%
2014 6.322.212.321 728,123,306,512 0,86%
2015 6.713.224.000 734.820.204.068 0,91%
2016 6.907.284.100 777.394.030.094 0,88%
84.Penelitian selajutnya disarankan untuk senantiasa mengembangkan metode - metode
yang lebih efektif agar pemungutan pajak dan retribusi parkir juga dapat lebih efektif.
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